
Polisi Sudah Periksa 20 Saksi Kasus Gedung LPMP 

 

MAKASSAR, FAJAR – Penanganan dugaan korupsi proyek renovasi Gedung Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel terus bergulir. Kasus ini akan segera ke tahap 

penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel. 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, 

mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Sudah ada 20 saksi yang 

diperiksa. “Masih dalam lidik dan secepatnya akan naik sidik,” beber Widoni kepada FAJAR, 

kemarin. 

Sejauh ini Dit Reskrimsus mengakui sudah melakukan audit fisik pengerjaan proyek tersebut. 

Termasuk menggeledah Kantor LPMP Sulsel dan mengambil sejumlah berkas. 

“Dari hasil audit ini kita memang temukan ada dugaan korupsi di dalamnya. Namun kami 

masih mau hitung kerugian negaranya,” katanya. 

Sementara itu, dari 20 saksi yang diperiksa, termasuk di antaranya Kepala LPMP Sulsel. Lalu 

PPK proyek dan pihak terkait lainnya. 

Sementara itu, Kepala LPMP Sulsel, Abdul Halim Muharram mengaku menghargai apa yang 

telah dilakukan Polda Sulsel. “Kita hormati,” imbuhnya. 

Sekarang, kata Halim, proyek ini sudah rampung 100 persen. Tinggal menunggu waktu untuk 

peresmian. “Sisa menunggu dan sementara masih proses pembersihan dan pemeliharaan,” 

katanya. (mum/iad) 

 

Sumber Berita: 
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Catatan: 

Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (“KUHAP”) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan 

penyelidikan sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 1 KUHAP 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan.” 

 

Pasal 1 angka 2 KUHAP 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.” 

  

Pasal 1 angka 4 KUHAP 

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang 

oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” 

  

Pasal 1 angka 5 KUHAP 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 

 

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara 

Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 66 ayat 1 dan 2 

disebutkan bahwa : 

1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah 

hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu 

paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. 

2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) 

jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 

Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan 

penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar 

tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi 

menjadikan seseorang menjadi tersangka. 

 

Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

menyatakan: 

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, 

dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. 

 

Selanjutnya pada Pasal 45, sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa: 

a. peringatan tertulis 

b. pembatasan kegiatan pembangunan 

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan 

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan Gedung 

e. pembekuan izin mendirikan bangunan Gedung 

f. pencabutan izin mendirikan bangunan Gedung 

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung 

h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau  

i. perintah pembongkaran bangunan gedung. 
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